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(3) Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan dan (3} Informasi Publik yang dikecualikan melalul Pengujian Konsekuensi ditetapkan dalam
disebarluaskan. bentuk penetapan tenlang klasifikasi Informasi dikecualikan,
(4} Penetapan tentang klasifikasi Informasi dikecualikan minimal memuat:
Bagian Kedua a. ldentitas pejabat PPID yang menetapkan;
Standar Pengumuman b. Badan Publik, termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja pejabal yang
menetapkan;
Pasal 33 €. uraianyang jefas dan terang tentang Informasi yang dikecualikan;
(1) Baclan Publlkwajlbmengumumkan Informasi Publik. d. alasan pengecualian;
(2) I i Put Jal dimaksud pada ayat (1) diumumkan dengan: e. jangka waktu pengecualian; dan
a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, f. tempatdan tanggal penetapan
b. mudah dipahami, dan (5) Alasan pengecuali l 1 pada ayal (4) hurufd minimal memuat:
¢. mempertimbangkan penggunaan bahasa Daerah. a. ketentuan peralumrl perundang-undangan yang dijadikan dasar pengecualian, dan
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan melalui: b. analisis konsekuensi.
a. papan pengumuman; (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan penyimpanan Informasi yang di-
b. laman resmi PPID dan/atau Badan Publik; kecualikan, jangka wakiu pengecualian, perubahan status Informasi yang dikecuali-
c. dia sosial PPID dan/atau Badan Publik: kan diatur dalam Peraturan Bupali.
d. Portal Satu Data Indonesia; dan/atau
. aplikasi berbasis teknologi Informasi. AB V
{4) Peng 1 dan | barl Inf | Publik sebag dimaksud pada KOMIS| INFORMASI DAERAH
ayat(3) wajib memg aksesibilitas bagi dang disabiltas.
(5) Pengumuman dan penyebar!uasan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 45
ayat(4) paling sedikit dik audio, visual, dan/atau braille. (1) Dalam melaksanakan pengawasan keb|]akan tentang Keterbukaan Informasi
blikd yelesaian Sengketa Inf i Publik pada Badan Publik, Pemerintah
Pasal 34 Daerah dapal membentuk KID.
(1) Badan Publik dilarang menunda kan Informasi yang wajib diumumkan  (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organi-
secara serta merta kepada pubilk sasi KID diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Peng 1Info dimaksud pada ayat (1) wajib: BAB VI
a. mengumumkan peristiwa yang mengancam hajat hidup orang banyak yang se- HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
dang terjadi;
b. mengumumkan Informasi tentang prosedur evakuasi keadaan darurat kepada Pasal 46
pihak yang berpotensi terkena dampak; dan (1) Setiaporang berhak:
c. yediak p penyebarl I il 1 darural. a. memperoleh Informasi Publik;
b. melihatdan mengetahui Informasi Publik;
Pasal 35 ¢ menghadir pertemuan publik yang terbuka untuk umum guna memperoleh
Badan Publik yang b berikan izin d; membuat perjanjian dengan Informasi Publik;
pihak ketiga terhadap suatu kegbatan yang berpotensi mengancam hajat hidup orang d. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan; dan/atau
banyak serta ketertiban umum wajib: e. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan per-
a. mengumumkan palsnm peristiwa yang mengancam hajat hidup orang banyak; undang-undangan.
b. kuasi keadaan darurat kepada pihak yang berpotensi  (2) Sal:ap Pemohon Informasi Publik berhak:
terkena dampak;ﬁan a. mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;
{15 yediakan sarana dan p penyebarl 1 Inf daan darurat. dan
b. mengajukan gugalan ke pengad:lan apabila dalam memperoleh Informasi Publik
Bagian Ketiga mendapat hambatan atau k
Standar Permintaan Informasi
Pasal 47
Pasal 36 (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan
(1) Pemochon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan Informasi Publik kepada ketentuan peraturan perundang-undangan,
Badan Publik dan/atau melalui PPID. 2} Psngguna | Publik wajib kan sumber Inf | Publik, baik yang
(2) Permohonan Informasi Publik wajib melampirkan identitas pada saat pengaj kan untuk kepenti pribadi maupun untuk keperluan publikasi sesuai
permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID  sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Permohanan Informasi Publik dan orang perorangan minimal melampirkan fotokopi BAB VI
kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari Perangkat Daerah PELAPORAN DAN PEMBINAAN
yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang i kependudukan dan
pencatatan sipil. Bagian Kesatu
{4) Permohaonan Informasi Publik dar badan hukum minimal melampirkan fotokopi akta Laporan
pendirian badan hukum yang telah mendapal pengesahan dani kementerian yang
mempunyai fugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Pasal 48
hak asasimanusia, (1) Badan Publik wajib manyusun dan menysmakan laporan Iayanan Informasi Publik
(5) Permaohanan kelompok orang harus melampirkan surat kuasa dan fotokopi  kartu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tah 1anggaran berakhi
tanda penduduk K gan kependudukan pemberi kuasa. (2) Lap ebagaimana dimaksud pada ayat(!}mmlma! memuat:
(6) Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasa- a. gambaran umum kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
kan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum. b. gambaranumum pelaksanaan layanan Informasi Publik, antara lain:
(7) Dalam hal permintaaninformasi Publik dikuasakan kepada pihak lain sebagaimana 1. sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kon-
dimaksud pada ayat (6), permintaan Informasi Publik harus disertai surat kuasa disinya;
khusus dengan dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang- 2. sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta
undangan. kualifikasinya; dan
(8) Badan Publik wamb menyediakan sarana dan prasarana permintaan Informasi Publik 3. anggaran layanan Informasi serta laporan penggunaannya,
dengan P ikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. ¢. fincian layanan Informasi Publik pada Badan Publik yang meliputi:
(9) Saranadan intaan Inf i Publik bagr penyandang disabilitas se- 1. jumlah permintaan Informasi Publik ;
bagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan per- 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Pub-
aturan perundang-undangan, lik dengan klastﬁkastterlenlu‘
3. jumiah permi i Publikyang dikabulkan baik sebagian atau
Pasal 37 seluruhnya; dan
Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat 4. jumiah permintaan Inf i Publik yang dilolak beserta al ¥
waklu dan sederhana. d. rincianpenyelesaian Sengketa Informasi Publ:k meliputi:
1. jumlah keberatan yang diterima;
Pasal 38 2. tanggapan alas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh Badan
(1) Permintagn Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diajukan Publik;
secara tertulis melalui media elektronik dan/atau nonelektronik. 3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke KID;
(2) Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi KID yang berwenang dan pelak-
dengan cara: sanaannya oleh Badan Publik;
a. terlulis dengan datang langsung kepada Badan Publik; atau 5. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan
b. tertulis yang dikiimkan melalui surat elektronik. 6. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik.
(3) Dalam hal Pemohon Informasi Publik memiliki kebutuhan khusus, maka dapat di- (3} Badan Publik membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
bantu oleh petugas Pelayanan Informasi Publik dalam pengisian formulir permintaan bentuk:
Informasi Publik. a. k b umum pelak layanan Inf i Publik
(4) Ketentuan mengenai standar permintaan Informasi dan format formulir permintaan padaBadanPuhhk dan
Informasi Publik lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati, b. lapnran Iengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan Infor-
masi Fuh||k masmg—masmg Badan Publik.
Bagian Keempat 4) Lape i pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan wajib
Standar Pengajuan Keberatan diumumkan kepada publik.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Informasi
Pasal 39 Publik yang waijib tersedia setiap saat.
(1) Pemohon InformasiPublik berhak mengajukan keberatan dalam hal dilemukanny
alasan sebagai berikul: Bagian Kedua
a. penolakan berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik; Pembinaan
b. tidakdisediakannya Informasi berkala;
[8 I|dakd|bangga.pmyaPennlntaan Informasi Publik; Pasal 49
d. i Publikditanggapi fidak sebagai diminta; (1) Bupati melakukan pembinaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan
e lidak dikabulkannya permintaan Informasi Publik; Pemerintah Daerah.
f. pengenaanhuayayanghdakwajﬂr danfatau (2) Pembi bagai imaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang telah ditetapkan. a. fasiitasi dan koordinasi;
(2) Masan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf g dapat diselesaikan b. peningkatan kapasitas PPID; dan
secara musyawarah oleh kadua belah pihak. ¢. dukungan teknis administrasi.
(3) Py dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara koordinatif
AasanPPID. oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahanbidang komuni-
(4) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling kasidan informatika.
lambat 30 (tiga puluh) hari kerjasetelah ditemukannya alasan sebagaimana dimak-  (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembi Keterbukaan Inf i Publik diatur
suddalamayat(1). dalam Peraturan Bupati.
{5) Penga]uan keberatan sebagmmana dimaksur.‘l pada ayat (1) dapat dikuasakan
k fain yang cakap di had: BAB VIll
] Dalam hal DGFIQBJUBD keberatan dikuasakan kepada pihak lain sebagaimana di- PENGHARGAAN
maksud pada ayal (3), pengajuan keberatan harus disertai surat kuasa khusus de-
ngar dib maleral yang kup ketentuan perundang-undangan. Pasal 50
7 K ksud dal {1)d|a|ukan secara terfulis, (1) Pemerintah Daerah dapal memberikan penghargaan kepada Badan Publik yang
(8) Ketentuan febih | lanjut mengenal standar pengajuan keberatan dan format formulir menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik.
keberatan diatur dalam Peraturan Bupati. (2) Ketentuan lebih lanjul mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik BAB IX
PENDANAAN
Pasal 40
(1) PPID pelaksana dapat dibanlu oleh pelugas Pelayanan Informasi Publik meng- Pasal 51
himpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja dan/atau satuan kerja di Badan  Pend Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik bersumber dari:
Publik. a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
{2) PPID pelaksana menyusun usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Informasi b, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan/atau
Publik yang telah dihimpun dari seluruh unit kerja danfatau satuan kerja di Badan  c. sumberlain yang sah dan lidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
Publik sebagaimana dimaksud padaayat (1), dang-undangan,
(3) PPID pelaksana menyampaikan usulan Daftar Informasi Publik sebagaimana di-
maksud pada ayat(2) kepada PPID. BAB X
{4) PPID melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik KETENTUAN PERALIHAN
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) PPID menetapkan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 52
dalam bentuk keputusan. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, PPID yang telah terbentuk tetap melak-
{6) Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berd kan tugasnya sampal dengan dibentuknya PPID yang baru berdasarkan ketentuan
kan persetujuan Atasan PPID. dalam Peraturan Daerahini,
(T) Ketentuan lebih lanjut mengenal pemutakhiran Daftar Informasi Publik diatur dalam
Peraturan Bupati. BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Bagian Keenam
Standar Pendokumentasian Informasi Publik Pasal 53
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Pasal 41 Agar setiap orang mengetahui intahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
(1) Seluruh Informasi Publik yang termuat dalam Daftar Informasi Publik sebagaimana  dengan penernpatannya dalam Lembaran Dastah Kabupaten Bantul.
dimaksud dalam Pasal 40 disimpan dan didokumentasikan dalam bentuk dokumen
digital dan dokumen nondigital. Ditetapkan di Bantul
(2) Pendokumentasian dalam bentuk dokumen nondigital sebagaimana dimaksud pada Padatanggal ...
ayat(1) bertaku untuk Inf i
(3) PPID mengoordinasikanpenyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik se-
bagaimana dimaksud peda ayat {I} dengan seluruh unit kerja dan/atau satuan kerja BUPATIBANTUL,
diBadan Publik yang menguasai Informasi Publik.
Bagian Ketujuh
Standar Maklumat Pelayanan Informasi Publik ABDULHALIM MUSLIH
Pasal 42
(1) Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang meru-  Diundangkan di Bantul
pakan pemyataan kesanggupan penyelenggara datam melaksanakan pelayanan Padatanggal ...
sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik.
(2) Ketentuan standar pelayanan yang ditetapkan dalam mak pelay minimal
memuat: SEKRETARIS DAERAH,
a. dasarhukum;
b. sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
¢. jangkawakiu penyelesaian;
d. biayaftarif; AGLUS BUDIRAHARJA
e, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai
dengan standar pelayanan; dan
f. evaluasikinerja pelaksana.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTULTAHUN ... NOMCR. ...
Pasal 43
(1) Badan Publik wajib mengumumk kiumat pelayanan sebagal dimaksud
dalam Pasal 42, PENJELASAN
{2) Makl t fimaksud pada ayat (1) diumumkan dengan: AT
a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR ... TAHUN ...
b. mudah dipahami; dan TENTANG
¢. mempertimbangkan penggunaan bahasaDaerah, PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan melalul:
4. papan pengumuman; L. UMUM
b. laman resmi PPID dan/atau Badan Publik; Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28
¢. media sosial PPID dan/atau Badan Publik; dan/atau F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
d. aplikasiberbasis teknologi Informasi; Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
(4) P 1 dan peny klumat pelayanan seb dimaksud untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan meng-
daa}'al(B]wajlb perhatikan aksesibilitas bagi dang disabilitas. gunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap
semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-ndang yang
Bagian Kedelapan mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperiukan,
Standar Pengujian Konsekuensi mengingat hak untuk memperoteh Inf i kan hak asasi ia sebagai
salah satuwujud dari kehidupan berbangsa dan bermegara y krat
Paragraf 1 Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelanggaraan negara yang
Tahapan dan Tata Cara Pengujian Konsekuensi terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin
Pasal 44 terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara
(1) Pengupan Konsekuensu dapaldmkukan but makin dapat dip ggungjawabkan, Hak setiap Orang untuk memperaleh
adany i Publik; Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam
b pada saatadanya perrmnlaan Infun'nasn Publik; dan proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak
€. pada saal penyeh g i Publik atas perintah majelis komi- banyak berarli tanpa jaminan Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan Undang-
sioner. undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan
(2) Pengujian Konsekuensi sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2)
ketentuan: kewajiban Badan Publik rnenyediakan dan melayani permintaan Informasi secara

a. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi
yang akan dikecualikan;

b. mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang;

¢. menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar
pengecualian; dan

d. menganalisis dan memp kepatutan, k ilaan,
kepentingan umum danfatau ukuran lain yang diatur dalam peraturan per-
undang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu  Informasi
dibuka,

Y gkan b -

cepat, tepat waktu, d ederhana; (3) p lian bersifat ketat dan terbatas;
(4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan
Informasi.

Seliap Badan Publik punyai kewajiban untuk buka akses atas
Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat
luas. Lingkup Badan Publik dalam Peraturan Daerah ini meliputi Pemerintah Daerah
dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyeleng-
garaan pemerintahan Daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau organisasi non pemerintah se-

Anggaran Pendap

panjang sebagian atau seluruh danany dan
Belanja Daerah,

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan lercipta
kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang lransparan dan akun—
tabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk yang
hakiki. Dengan membuka akses publlk terhadap Informasi d:harapkan Badan Publlk
termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang
sebaik baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat parwu]udan peme-
fintahan yang terbuka yang pakan upaya strategi h prakiik korupsi,
kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good gover-
nance).

PASAL DEMIPASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal2

Cukupjelas.
Pasal3

Hurufa
Yang dimaksud dengan “demokratisasi” adalah akses warga negara
terhadap informasi merupakan hal penting untuk mewujudkan kehidupan
masyarakat yang demokratis.

Hurufb
Yang dimaksud dengan “keterbukaan™ adalah setiap Informasi Publik
bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
kecuali yang dibatasi oleh undang-undang.

Hurufc
Yang dimaksud dengan “supremasi hukum® adalah mengutamakan
landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam
setiap kebijakan Keterbukaan Informasi Publik,

Hurufd
Yang dimaksud dengan “persamaan hak asasimanusia“adalah setiap orang

berhak untuk berk ikasi dan peroieh informasi untuk mengem-
bangkan pribadi dan lingk sosialnya. Seuaporangjugaberhskunruk

lah, dan i dengan
menggunakan segaia]ams saluran yang tersedia,

Hurufe
Yang dimaksud dengan “kesetaraan® adalah dalam pelayanan informasi t-
dak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi,
Huruff
Yang dimaksud dengan ‘rasional” adalsh sesual dengan kondisi dan
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang
pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
Hurufg
Yang dimaksud dengan “lepat guna” adalah setiap kegiatan dalam pem-
berian pelayanan Informasi Publik harus dilaksanakan tepat waktu, di-
sajikan dengan lengkap sesual dengan tujuan atau kebutuhan yang
diinginkan,
Hurufh
Yang dimaksud dengan “tepat sasaran’ adalah hahwa informasi yang
diberikan i dl apa yang dibutuhkan masyaral
Pasal4
Cukupjelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal6
Cukupjelas.
Pasal7
Cukupjelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
ald

Cukupjelas.
Pasal 10
Cukupjelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukupjelas.
Pasal 13
Ayat(1}
Hurufa
Cukup jelas.
Hurufb
Yang dimaksud dengan “walidata” adalah unit pada instansipusat dan
instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemerik-
saan, dan pengelolaan data yang disampaikanoleh produsen data, ser-
ta menyebariuaskan data.
Ayat(2)
Cukupjelas
Pasal 14
Cukupjelas.
Pasal 15
Cukupjelas.
Pasal 16
Ayat(1)
Cukupjelas.
Ayat(2)
Yang dimaksud dengan “tepat wakiu” adalah pemenuhan atas permintaan
Informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undangini dan
peraturan pelaksanaannya.
Yang dimaksud dengan “cara sederhana” adalah informasi yang diminta
dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah juga untuk
dipahami.
Pasal 17
Cukupijelas.
Pasal 18
Cukupjelas.
Pasal19
Ayat(1)
Yang dimaksud dengan “berkala” adalah secara rutin, teratur dan dalam
jangka waktu tertentu.
Ayat(2)
Hurufa
Yang dimaksud dengan “Informasi fentang prorl Badan Publik” adalah
Informasi yang menyangkul keb 0 1, maksud dan
tujuan, ruang lingkup kegiatan, dan Informasu lamnya yang merupakan
Inft i Publik yang id dang undangan.
Hurufb
Cukup jelas.
Hurufc
Yang dimaksud dengan “ringkasan Informasi tentang kinerja dalam
lingkup Badan Publik™ adalah kinerja Badan Publik yang bersangkutan
yang meliputi hasil dan prestasi yang dicapai serla kemampuan
kerjanya.
Hurufd
Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
Huruff
Cukup jelas,
Hurufg
Cukupjelas,
Hurufh
Cukup jelas.
Hurufi
Cukup jelas.
Hurufj
Cukupjelas,
Hurufk
Cukup jelas.
Ayat(3)
Cukup jelas.

Ayat(1)
Yang dimaksud dengan “serta merta” adalah spontan, pada saat itu juga.
Ayat(2)
Cukup jelas.
Ayat(3)
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukupjelas.
Pasal 23
Cukupjelas.
Pasal24
Cukup jelas.
Pasal25
Cukupjelas.
Pasal26
Hurufa
Cukup jelas.
Hurufb
Cubkup jelas.
Hurufc
Cukup jelas.
Hurufd

Cukup jelas.
Huruff
Cukup jelas.
Hurufg
Cukup jelas.
Hurufh
Yang dimaksud dengan "Lransparansi adalah keterbukaan dalam melak-
kan proses [ il i dan keterbukaan dalam menge-
mukakan Informasi materi dan relevan mengenai perusahaan,
Yang dimaksud dengan "akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksa-
naan dan perlanggungmwaban algarl perusahaan sehingga pengelolaan
IU“I
Yang dimaksud dengan per‘tanggungjawaban adalah kesesuain di dalam
pengelolaan perusahaan terhadap perundang undangan dan prinsip
korporasi yang sehat.
Yang dimaksud dengan ‘kemandirian® adalah suatu keadaan dimana
perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan
pengaruh/tel dari pihak m n yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang- undangan dan prinsip korporasi yang sehat,
Yang dimaksud dengan “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di
dalam memenulu hak pemangku kepentingan (stakeholder) yang timbul
jiandanp perundang-undangan.

e i

Hurufi

Cukup jelas.
Hurufj

Cukup jelas.
Hurufk

Cukupjelas.
Hurufl

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan
Usaha Milik Daerah" adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 lentang
Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, serta Undang- Undang yang mengatur sektor kegiatan
usaha Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang berlaku
umum bagi seluruh pelaku usaha dalam sektor kegiatan usaha tersebul.
Pasal 27
Cukupjelas.
Pasal 28
Hurufa
Cukup jelas.

Hurufb

Yang d dengan | yang timbul" adalah konsekuensi
yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-
Undang ini apabila suatu Informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikate-
gorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik.
Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup
suatu Informasi, Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup
dan/atau sebaliknya.
Pasal 29
Ayat(1)
Hurufa
Yang dimaksud dengan “membahayakan negara” adalah bahaya ler-
hadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah Megara Kesatuan Re-
publik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gang-
guan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Lebih lanjut mengenai
Informasi yang membahayakan negara ditetapkan oleh komisi

informasi pusat.

Hurufb
Yang d i dengan “p usaha tidak sehat” adalah
persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi
dan/atau p b danfatau jasa yang dilakukan dengan cara
tldakiujuralau melawan hukum

Hurufe

Yang dimaksud dengan “hak pribadi” antara lain informasi tentang:
sasuatu yang menyangkut dirl pribadi seseorang, keluarga, barang
pribadi dan reputasinya;

b. berbuatdan tidak berbuat sesuatu;

¢. kediaman pribadi; dan

d.  komunikasi pribadi.

Hurufd

Yang dimaksud dengan ‘rahasia jabatan” adalah rahasia yang

menyangkut tugas darlarn suaty jaba‘arl Badan Publik atau tugas

negara lainnya yang ditetapk p perundang-
undangan,
Hurufe

Yang dimaksud dengan "Informasi Publik yang diminta belum dikuasal

atau didokumentasikan” adalah Badan Publik secara nyata belum

Huruff
Cukup jelas.
Ayat (2}
Hurufa
Yang dimaksud dengan 'Infonnam yang dapat menghambal proses
penegakan hukum antara laininformasi y
a. menghambat proses penyelidikan dan peny|dlkan suaty tindak
pidana;
b. mengungkapkan id i pelapar, saksi dan/atau korban

yang mengetahuladanya tindak pidana;

¢ mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana yang
berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk
kejahatan transnasional;

d. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum
dan/atau keluarganya; dan

a bahayakan k I sarana
penegak hukum.

Hurufb

Yang dimaksud dengan “membahay p
negara adalah Inlormasutentang

a pertah pada k 1 sistem komunikasi
strategis periahanan, sistem pendukung strategis pertaha-
nan, pusat pemandu, dan pengendali operasi militer;

b. gelar operasi militer pada perencanaan operasi militer, ko-
mando dan kendali operasi militer, kemampuan operasi sa-
tuan militer yang digelar, misi taklis operasi militer, gelar laktis
operasi militer, tahapan dan waktu gelar taklis operasi militer,
itik- titik kerawanan gelar militer, dan kemampuan, kera-
wanan, lokasi, serta analisis kondisi fisik dan maral musuh;

¢ sistem persenjataan pada spesifikasi teknis operasional alat
persenjataan militer, kinerja dan kapabilitas teknis opera-
sional alat persenjataan militer, kerawanan sistem persenja-
taan militer, serta rancang bangun dan purwarupa persenja-
taan militer.

Hurufd

Cukupjelas.
Huruff
Cukup jelas.
Hurufg
Cukup jelas.
Hurufh
Yangdi i dengan i yang dapat mengungkapkan rahasia
pribadi" antara lain informasi yang berkaitan dengan:
a, riwayaldan kondisi anggola keluarga;
b. riwayal, kondisi dan perawatan, pengebatan kesehatan fisik dan
pszmssesenrang,

c ke 1gan asetp rekening bank seseorang;

d. hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan
L dasi p g; dan

e. catatan yang gkut pribadi g yang berkaitan de-

ngan kegiatan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan sa-
tuan pendidikan nonfarmal,
Hurufi
Cukupjelas.
Hurufj
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukupjelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukupjelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat(1)
Hurufa
Cukupjelas.
urufy

Cukupjelas.
Hurufe
Yang dimaksud dengan “ditanggapi” adalah respon dari Badan Publik
sesual dengan ketentuan pelayanan yang telah diatur dalam petunjuk
teknis Pelayanan Informasi Publik.
Hurufd
Cukupjelas.
Hurufe
Cukupjelas.
Huruf
Cukupjelas.
Hurufg
Cukupijelas.
Ayat(2)

Cukup jelas.
Pasal40
Cukupjelas.
Pasald1
Cukup jelas.
Pasal42
Cukupjelas.
Pasal43
Cukupjelas.
Pasal44
Ayat(1)
Hurufa
Cukupjelas.
Hurufb
Cukupjelas.
Hurufe
Yang dimaksud dengan "majelis komisioner™ adalah komisioner KID
yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang dan berjumiah
gasal yang ditetapkan oleh Ketua KID untuk memeriksa dan memutus
Sengketa Informasi Publik.
Ayat(2)
Cukupjelas.
Ayal(3)
Cukupjelas.
Ayat(4)
Cukupijelas.
Ayat (5)
Cukupjelas.
Ayal (6)
Cukupjelas.
Pasal45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukupjelas.
Pasal47
Cukupjelas.
Pasal48
Cukup jelas.
Pasal49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukupjelas.
Pasal 51
Cukupjelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukupjelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTULNOMOR ...

Bapak/lbu/Saudara dapat memberikan masukan terhadap
Rancangan Peraturan Daerah ini melalui :
email : hukum@bantulkab.go.id dengan batasan
waktu 5 hari sejak Publikasi Rancangan Peraturan Daerah ini.




